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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsiskan bagaiman Percepatan 

Pembangunan Melalui Program Kampung KB keluarga Berencana. Fokus 

Penelitian menyoroti bagaimana pembangunan pelayanan sosial, dan 

pembangunan sumber daya Manusia. Percepatan Pembangunan melalui 

kampung KB yang ada di Desa Batu Timbau Ulu memiliki beberapa dampak 

positif Kepada Masyarakat dan juga memiliki beberapa yang kurang seperti 

pembangunan fisik yang telah dilakukan aparat Pemerintah melalui perencanaan 

dan eksekusi oleh panitia Kampung, hal ini menjadikan segala perencanaan 

pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah setempat mendapatkan respon 

dari masyarakat dengan baik dan di nilai bermanfaat, dan mensejahterakan 

masyarakat. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Percepatan 

Pembangunan Melalui Program Kampung Keluarga berencana (KB) Di Desa 

Batu Timbau ulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur adalah 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode analitik dengan 

penekanan pada penelitian yang diulas oleh penulis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas 

lembaga/organisasi perempuan adalah Percepatan pembangunan melalui 

Kampung KB yang ada di Desa Batu Timbau Ulu memiliki beberapa dampak 

positif kepada masyarkat dan juga memiliki beberapa yang kurang seperti 

pembangunan fisik yang telah dilakukan aparat pemerintah melalui perencanaan 

dan eksekusi oleh panitia Kampung KB yang telah di bentuk oleh pemerintah 

setempat, hal ini menjadikan segala perencanaan pembangunan yang diadakan 

oleh pemerintah setempat mendapatkan respon dari masyarakat dengan baik dan 

dinilai bermanfaat, dan mensejahtrakan masyarakat. Pembangunan yang 

dilakukan tidak hanya Posyandu dan Taman baca, ada juga pembangunan 

rehabilitas rumah layak huni dan berbagai macam lainnya.  

. 

Kata Kunci: percepatan, pembangunan, keluarga berencana 
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Pendahuluan  

Pengaruh program KB di Indonesia tidak berjalan dengan baik, yang 

menjadi penyebab pesatnya pertambahan penduduk di negara ini. Hal ini 

disebabkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Program 

Keluarga Berencana (KB) di masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan 

pemahaman pemerintah terhadap program tersebut, penurunan penggunaan alat 

kontrasepsi untuk keluarga, perkawinan usia muda atau pernikahan di bawah usia 

21 tahun, dan keinginan masyarakat untuk menambah anak lagi (BKKBN) 

Di sisi lain, pertambahan penduduk Indonesia yang pesat memiliki 

pengaruh negatif terhadap negara dan diperkirakan lebih banyak menimbulkan 

akibat negatif daripada akibat yang menguntungkan. Selain bertambahnya jumlah 

penduduk, beberapa penyebab tersebut di atas menimbulkan dampak negatif bagi 

lingkungan, seperti berkurangnya ekosistem hutan karena hutan berangsur-angsur 

berubah fungsi, dan pertambahan penduduk juga mengakibatkan krisis energi dan 

pangan sebagai akibat dari terbatasnya jumlah penduduk sumber daya pangan dan 

energi akibat kerusakan lingkungan. 

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970, LKBN diubah 

namanya menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

pada tahun 1969. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972, dikeluarkan Keputusan 

Presiden No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan dpari organisasi BKKBN 

yang ada. dan metode kerja. Posisi lembaga ini diubah menjadi lembaga 

nondepartemen yang melapor langsung kepada Presiden, sehingga dapat 

terbentuk berbagai pendekatan pelaksanaan program KB di masyarakat yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Tanggung jawab utama 

BKKBN adalah menyusun kebijakan umum dan melaksanakan Program Keluarga 

Berencana Nasional dan program bantuan kependudukan dari tingkat nasional dan 

daerah melalui pelaksanaan di lapangan. 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang ditetapkan dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, merupakan perluasan dari petunjuk 

GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Keberadaan program dan kelembagaan KB 

nasional di daerah menghadapi persoalan sejalan dengan era desentralisasi. Waktu 

adalah esensi. Menurut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang 

kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, beberapa urusan KB harus diatur. 

diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota pada Desember 2003. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. (sudah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemudian diubah namanya menjadi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mencerminkan perubahan baru. 

Akibatnya, di era desentralisasi, tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga 

Berencana Nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membawa 
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konsekuensi bagi perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-

undang tersebut mengharuskan BKKBN, yang sebelumnya dikenal sebagai Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, untuk mengubah namanya menjadi 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 56 UU tersebut, BKKBN memiliki tanggung jawab dan wewenang 

untuk menyelenggarakan pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. 

Pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Daerah, yang selanjutnya disebut BKKBD, pada tingkat provinsi, dan 7 

kabupaten dan kota yang mempunyai hubungan fungsional dengan BKKBN 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengendalian dan 

pengendalian penduduk. 

Desa Batu Timbau Ulu terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten 

Kutai Timur, sebelum berdirinya program Desa Keluarga Berencana (KB). Desa 

merupakan desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, namun masyarakat 

belum mampu mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa, sehingga mengakibatkan minimnya pembangunan seperti 

pedagang, pedagang, dan sejenisnya sehingga mengakibatkan penurunan 

pendapatan. kualitas hidup manusia dan kemiskinan dalam berbagai bentuk. 

  Namun sejak pemekaran desa KB di Desa Batu Timbau Ulu yang kini memiliki 

anggaran sendiri dari desa, desa KB menjadi lokasi di RW, Dusun, atau tingkat 

yang sebanding dimana program KKBPK terintegrasi secara metodis dan secara 

sistematis. Selain itu, manfaat Desa KB antara lain mendekatkan pembangunan 

dengan masyarakat, selain mengentaskan kemiskinan. Semua sektor 

pembangunan terlibat dalam inisiatif inti ini. Dengan kata lain, kampung KB tak 

hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan 

potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan 

 

Kerangka Dasar Teori 

Kampung Keluarga Berencana (KB) 

Desa Keluarga Berencana (KB) adalah kesatuan wilayah setingkat RW, 

dusun, atau sejenisnya yang memenuhi kriteria tertentu dan menyelenggarakan 

keterpaduan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan 

Keluarga secara sistemik dan sistematis, serta sektor-sektor terkait. Tujuan 

dibentuknya Desa KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 

tingkat desa atau sejenisnya dengan melaksanakan program Kependudukan, 

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, serta mengembangkan sektor 

terkait, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Kegiatan lintas 

sektor di Desa KB adalah sebagai berikut: pelayanan KB, pembuatan akta, 

pembangunan jalan dan jembatan, I Pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, 

pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

pembagian buku bacaan, posyandu, PAUD, dan sebagainya adalah beberapa 
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kegiatan lintas sektoral di Desa KB. Pembinaan Keluarga Balita, Pembinaan 

Keluarga Remaja, Pembinaan Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konsultasi 

Pemuda, serta Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera adalah 

beberapa kegiatan yang dilakukan di dusun KB ini dalam hal Ketahanan Keluarga 

(UPPKS). 

 

Pembangunan 
Pembangunan adalah upaya transformasi yang didasarkan pada 

seperangkat keyakinan yang dibentuk oleh pengalaman (sejarah), realitas situasi 

yang dihadapi, dan kepentingan orang-orang yang terlibat dalam proses 

pembangunan. Menurut (Supardi. I, 1994), pembangunan adalah suatu proses 

sosial yang holistik dan terpadu yang mencakup baik pertumbuhan ekonomi 

maupun reformasi sosial dalam rangka mencapai masyarakat yang lebih 

sejahtera. Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) 

berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. 

Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan 

infrastruktur. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan 

sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. 

Sedangkan pembangunan infrastruktur merupakan faktor pendukung terhadap 

peningkatan dari berbagai sektor.   

Implementasi 

Suatu peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum 

atau masyarakat dapat dikaitkan dengan pemahaman tentang pelaksanaan. 

Menurut Lane (Akib, 2010: 2), implementasi dapat dibagi menjadi dua bagian: 

implementasi adalah persamaan fungsi yang diturunkan dari tujuan keluaran dan 

hasil. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007: 49), 

implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, yang 

biasanya berupa undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah, keputusan 

eksekutif penting, atau lainnya. badan peradilan, dan keputusan ini 

mengidentifikasi masalah yang harus ditangani. untuk diatasi, tepat 

mengartikulasikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam berbagai metode 

untuk menyusun atau mengatur proses implementasi 

 

Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi 

kebijakan menurut Cleaves (Waluyo, 2007: 49), adalah suatu proses tindakan 

administratif dan politik yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan 

melalui cara-cara administratif dan politik. Implementasi atau penerapan 

kebijakan, menurut Hamdi (2014: 97), berkaitan dengan upaya untuk 

mewujudkan tujuan dari penetapan kebijakan tersebut. 
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Implementasi kebijakan tahap penting dalam pelaksanaan proses 

kebijakan publik yang lengkap dari tindakan administratif dan politik untuk 

menentukan jalur di mana tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui operasi 

pemerintah Ketika tujuan dan target yang awalnya bersifat generik telah dirinci, 

program telah ditetapkan, dan juga telah diimplementasikan, seluruh proses 

membangun kebijakan baru dapat dimulai. Beberapa uang telah disisihkan untuk 

mencapai tujuan dan target ini, sehingga keputusan dapat diambil tentang pola 

operasi dan upaya dapat dilanjutkan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam 

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk 

mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Percepatan Pembangunan 

Melalui Program Kampung Keluarga berencana (KB) Di Desa Batu Timbau ulu 

Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang menggunakan metode analitik dengan penekanan pada penelitian 

yang diulas oleh penulis.Menurut Moleong (2017: 6) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi saat 

penelitian berjalan dan memaparkan data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data model Miles dan Huberman, dimana pada model ini data yang 

terkumpul harus diproses dan dianalisis terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. 

Analisis data model Miles dan Huberman dimulai dari tahap reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembangunan Pelayanan Sosial Yang Diarahkan Pada Kelompok Sasaran 

Melalui Kebutuhan Dasar. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia Kampung KB adalah perencanaan 

dari aparat Pemerintah Desa yang telah direncanakan di Tahun 2017, dan mulai 

terlaksananya setelah pembentukan Panitia Kampung KB. Sumber dana yang 

diperuntukkan guna membangun Posyandu adalah dari ADD, yang dimana 

anggaran ini telah di musyawarahkan bersama warga desa dalam Musrenbang. 

Namun pelaksanaanya dilakukan oleh Panitia Kampung KB yang di bentuk oleh 

Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu.Seperti yang dikatakan lebih lanjut oleh bapak 
Jufri Sebagai Sekertaris Kepala Desa Batu Timbau Ulu Beliau Mengatakan : 

“Memang perencanaan kita yang membuat dan mengkonsepkan seperti apa 

bentuk bangunannya dan dimana lokasinya itu semua dari kami yang 

merencanakan dan juga kami yang mengarahkan sehingga pelaksanaan 
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pembangunan dapat cepat terlaksana dan juga panitia dari Kampung KB 

dapat langsung mulai mengerjakan pembangunan Posyandu” 

Sumber : Hasil Wawancara Penulis 2021. 

Setelah kebutuhan dasar pembangunan Posyandu terlaksana, ada juga 

pembangunan Taman baca yang dimana program ini telah dibentuk oleh 

Mahasiswa KKN, yang merancang dan mengkonsep dan sekaligus pelaksana 

awal pembangunan program yang ada, namun untuk anggaran yang digunakan 

adalah dari anggaran desa.  

Dengan adanya Taman Baca ini maka minat baca sudah mulai terlihat dari 

beberapa warga desa yang memang ingin memperdalam ilmu pendidikan, namun 

ada juga yang hanya menggunakan Taman Baca ini sebagai Tempat Nongkrong, 

dan juga nongkrong yang dimaksud adalah membentuk ruang diskusi mengenai 

pembelajaran yang mereka sukai dan juga saling berbagi informasi mengenai 

situasi dalam dunia yang sedang tren. 

Selain Taman Baca, ada Posyandu yang dibangun oleh masyarakat Desa Batu 

Timbau Ulu sudah terlaksana di Tahun 2021, dan dengan adanya sarana ini 

ditunjukkan bahwa kebutuhan dasar yang ada adalah sebuah wadah untuk 

memberikan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat Desa Batu Timbau Ulu. 

Pengerjaannya dilakukan oleh Beberapa Masyarakat yang cukup diandalkan 

untuk membangun sebuah bangunan oleh Tim Kampung KB. Anggaran yang 

digunakan untuk pembangunan posyandu ini melalui Anggaran Dana Desa 

(ADD). Selesainya pembangunan posyandu yang menjadi salah satu kebutuhan 

dasar yaitu kesehatan dan juga, Posyandu yang sudah hadir sangat bermanfaat 

masyarkat.  

 

Pembangunan Sosial Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Dalam 

Mewujudkan Keadilan. 

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, 

melalui Kampung KB dapat dilihat percepatan pembangunan sosial dengan 

memberikan beberapa program agar masyarakat merasakan kesejahteraan, adapun 

beberapa program yang diberikan seperti Pembangunan prasanan pendidikan, dan 

pembangunan rumah layak huni. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jufri sebagai 

Sekertaris Desa Timbau Ulu : 

“Untuk kesejahteraan masyarakat sendiri kami memiliki beberapa program, 

contohnya ya seperti pembangunan PAUD/TK dan Pembangunan Posyandu 

serta pembangunan rehabilitas rumah layak huni yang ada di Kampung KB 

dan juga pembangunan WC di setiap rumah dan juga pembukaan lahan yang 

telah dijadikan tempat perdagangan bahan pokok kebutuhan untuk 

masyarakat desa batu timbau ulu jadi dengan ini saya rasa untuk memenuhi 

kesejahteraan masyarakat desa batu timbau ulu perlu diadakan pembangunan 

yang menyangkut dengan beberapa indikator dari kesejahteraan yaitu 

sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kampung KB 
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ini, dan panitia yang dibentuk untuk percepatan pembangunan melalui 

Kampung KB maka saya rasa ini cukup untuk pembangunan sosial yang ada 

di masyarakat kita” 

Sumber : Hasil Wawancara Penulis Tahun 2021. 

Dengan adanya pembangunan sosial, demi terwujudnya pemerataan 

pendapatan serta kesejahteraan maka pemerintah membentuk program bersama 

Kampung KB untuk membangun beberapa fasilitas untuk masyarakat desa yang 

sesuai dengan indikator dari kesejahteraan yang ada. Fasilitas pendidikan yang 

diharapkan menjadikan salah satu indikator pemerataan kesejahteraan, yang 

dimana setiap masyarakat merasakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak 

mereka, dan juga diharapkan pemerataan ini juga dapat menjadikan dasar dari 

pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Batu Timbau Ulu. Selain dari 

indikator pendidikan, ada juga Rumah Layak Huni atau kebutuhan Tempat tinggal 

layak. Tim Kampung KB membangun bersama masyarakat Desa untuk 

merehabilitasi rumah-rumah yang tidak cukup layak untuk dihuni. Dan ini 

mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga masyrakat yang memiliki 

pendapatan rendah dan termasuk dalam masyarakat yang mendapatkan bantuan 

untuk pendapatan yang mereka miliki setidaknya cukup untuk biaya keseharian 

mereka dan masyarakat sudah tidak khawatir mengenai tempat tinggal mereka. 

Rumah Layak Huni yang sudah jadi 85%, dan pengerjaannya masih terus 

berlanjut. Melihat respon Masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan bekerjasama dengan Tim Kampung KB, maka dengan ini 

program yang dibentuk oleh tim Kampung KB dinilai sudah cukup baik. 

Pembangunan Sosial untuk terwujudnya keadilan telah dilakukan dan telah 

direalisasikan demi terwujudnya keadilan kepada masyarakat desa Batu Timbau 

Ulu. Pemerataan Pendapatan yang dilakukan masih belum ada dan belum 

terprogramkan, ini dikarenakan Tim Kampung KB lebih fokus kepada kebutuhan 

dasar pembangunan untuk memberikan kelayakan hidup di desa Batu Timbau 

Ulu. 

 

Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Pembangunan SDM di desa sangat penting demi mewujudkannya desa yang 

maju, desa maju dapat dilihat dari masyarkat desa yang juga memiliki 

pengetahuan dan skill yang cukup luas. Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu, 

memberikan beberapa program untuk meningkatkan kemampuan agar masyarakat 

dapat berkreasi dan menjadikan pekerjaan utama yang memberikan pendapatan 

kepada masyarakat sendiri. Namun di Desa Batu Timbau Ulu untuk memberikan 

pelatihan kepada masyarakat secara umum masih belum ada. Dan program 

pelatihan terlebih khususnya hanya kepada aparat pemerintah desa seperti 

Pelatihan Komputer, Pelatihan Siskuedes yang memerlukan Anggaran dari Desa. 

Seperti yang dikatakan Bapak Jufri Sebagai Sekertaris Desa: 
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“Kami belum memberikan dan merancang program secara luas dalam 

memberikan program pelatihan kepada SDM yang ada pada Masyarakat 

Desa Batu Timbau Ulu, namun untuk pelatihan khusus kami baru 

meningkatkan melalui pembelajaran Siskuedes dan Komputer untuk aparat 

pemerintah. Dan kepada masyarakat kami masih fokus kepada apa 

pembangunan fisik, namun tidak hanya pembangunan untuk kebutuhan 

dasar ekonomi dan pendapatan, kita juga membangun fasilitas pendidikan 

yang dimana menyangkut dengan peningkatan SDM, dan Program 

pembangunan Taman Baca untuk memberikan ruang lingkup diskusi 

kepada masyarakat dalam pengetahuan” Sumber : Hasil Wawancara 

Penulis 2021 

Dengan adanya fasilitas pendidikan ini dapat dinilai sebagai program 

pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada 

masyarakat Desa Batu Timbau Ulu, dan juga dalam pembangunan Taman Baca 

sekiranya masyarakat juga dapat membuka ruang lingkup diskusi demi berbagi 

informasi kepada orang yang ada di lingkungannya. Melalui Kampung KB 

percepatan pembangunan yang ada pada Desa Batu Timbau Ulu ini dinilai cukup 

efektif dan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Masyarakat berharap 

bahwa pemerintah segera memberikan suatu program untuk peningkatan sumber 

daya manusia yang ada di Desa Batu Timbau Ulu guna memberikan suatu 

keahlian dalam menjalankan usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan, dengan 

begini pemerintah desa tidak hanya memberikan keahlian tapi dapat mendorong 

masyarakat yang pendapatannya  Low Income menuju Middle Income. 

Program pembangunan yang baru terealisasi hanya Pelatihan siskeudes, 

Pelatihan ini diperuntukkan hanya kepada pegawai Kantor Desa untuk 

mempelajari sistem keungan desa. untuk program selanjutnya Pemerintah Desa 

Masih belum melakukan rencana dalam pembangunan sumber daya manusia, 

Pada saat ini Tim Kampung KB bersama Pemerintah desa berfokus kepada 

pembangunan secara fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Percepatan pembangunan melalui Kampung KB yang ada di Desa Batu 

Timbau Ulu memiliki beberapa dampak positif kepada masyarkat dan juga 

memiliki beberapa yang kurang seperti pembangunan fisik yang telah dilakukan 

aparat pemerintah melalui perencanaan dan eksekusi oleh panitia Kampung KB 

yang telah di bentuk oleh pemerintah setempat, hal ini menjadikan segala 

perencanaan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah setempat 

mendapatkan respon dari masyarakat dengan baik dan dinilai bermanfaat, dan 

mensejahtrakan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya Posyandu 

dan Taman baca, ada juga pembangunan rehabilitas rumah layak huni dan 

berbagai macam lainnya. Dalam pembangunan sosial terwujudnya pemerataan 



Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Program KB........... (Hanafiah) 

 

 

73 

 

 

pendapatan peneliti mendapatkan bahwa pemerataan yang ada lebih kepada 

kesejahteraan masyarkat, yang program yang telah terealisasi adalah program 

pembangunan rehabilitas rumah layak huni, yang dimana masyarakat yang 

memiliki rumah tidak cukup layak, dengan adanya program pemerintah ini 

sebagian masyarakat sudah merasakan kesejahteraan dari program ini, dan juga 

selain rumah layak huni, aparat pemerintah juga bekerja sama dengan panitia 

Kampung KB untuk membangun WC di masing-masing rumah warga, dan sudah 

hampir 90% masyarkat merasakan proses dari pembangunan ini. Pemerintah 

setempat juga merencanakan pembangunan Sumber Daya Manusia, hal ini masih 

belum cukup terlaksana, bukan berarti tidak terlaksana, ada beberapa masyarakat 

yang sudah merasakan pengembangan keahlian yang di peruntukan kepada 

masyarakat yang bekerja di kantor desa, seperti Pelatihan Komputer, dan 

Pelatihan Siskeudes. Untuk pembangunan SDM dalam konteks umum, 

pemerintah baru membangun fasilitas pendidikan seperti TK/PAUD yang ada, 

dan juga program Taman Baca yang ada pada Kebutuhan dasar. Masyarkat yang 

merasakan dampak dari ini cukup merasa kebutuhan akademisnya cukup 

terpenuhi, namun masih hal ini masih belum diperuntukkan untuk masyarakat 
secara umum. 

Rekomendasi 

Terdapat 3 rekomendasi yang diberikan oleh penulis, yaitu: 

1. Untuk mewujudkan Kebutuhan dasar Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu 

memiliki program yang dinilai cukup dan efektif, penulis menyarankan 

lebih banyak dilakukan pembangunan seperti air bersih dan juga hal-hal 

lain yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Desa, dan harapannya hal 

ini cepat tereali sasi dan melalui karya ilmiah ini pemerintah desa mampu 

mewujudkan agar desa dapat maju 

2. Program pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia masih 

belum cukup untuk mengembangkan Masyarakat sesuai dengan potensi 

yang ada di Daerah. Penulis Menyarankan untuk memberikan program 

pelatihan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan yang ada 

kepada masyarakat guna memberikan kemampuan dan meningkatkan 

usaha masyarakat, sehingga masyrakat juga merasakan pemerataan 

pendapatan. 

3. Percepatan Pembangunan yang telah terlaksana oleh panitia Kampung KB 

sudah cukup dirasakan Masyarakat, dengan ini kebutuhan sudah cukup, 

dan penulis menyarankan melalui kampung KB ini pembangunan tidak 

bentuk fisik, namun pembangunan sosial demi terwujudnya pemerataan 

pendapatan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah desa agar 

masyarakat dapat merasakan kesejahteraan ekonomi. 
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